PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1. TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ,

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturais Dacrah Nomor 1 Tahun 2003

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrab Tahun Anggaran 2008. perlu

ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja  Daerah  Tahun Anggaran 2008 scbagai landasan operasional
~reliksanaan APBD Tahun Anggaran 2008&:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bingunan
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomier 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) schagaimana telah  diubah ;'?déngan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraiMomor
3569); -

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Noxéhﬂn‘ 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) secbagaimana telah! ¢iubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 200" ‘I embaran };Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembarani;?\;’egara

Nomor 4048); i |

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); x
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara5Ncgara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Legmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Ldmbaran

Negara Nomor 3851);

i
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Koip Pagar
Alam (Lembaran Negara Republik Indenesia ‘tabun 2001 Nomor 88
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115): '




9.

12.

13.

14.

16.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 20u5- tontang Keuangan Negara
(I.embaran Negara Republik Indonesia Taliun 2003 Nomor a7, ramnounan
[.embaran Negara Nomor 4286): _
|
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Ne f,ala
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambc han
Lembaran Negara Nomor 4355); : , ;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Per: mnan'
Puundangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdhun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369);

A
l -
(

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penge;fo aan
dan Tanggung Jawab Keuangan Nugma (LLembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan [.embaran Negara I\omor
4400); ;

il
Uindang-undang Nomor 25 Tahun 2604 tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da@rah
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambdhan
[.embaran Negara Nomor 4437), »

|
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran ]\.cgata
Nomor 4438); :

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090); !

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Len*baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambzhan [ embaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Ketribusi Dlaerah
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 119, Tambahan
F.embaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  (entang  Kedudukan
Protokoler dan Kceuangan l’impina;) dan Anggota Dcwan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410); schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perupahan
atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedugukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwgkilan
Rakyat Dacrah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540):




20.

| O
bo

20.

Peraturan Pemerintoh Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

|
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar f\l(i(l}tallsi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Fi‘\Jmm)r
49, Tambahan I.embaran Negara Nomor 4503): ;

H

|
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerai
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tan‘bahan
I[.embaran Negara Nomor 4574); ' "

{
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

[.embaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahuan 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan i.embaran

1
Negara Nomor 4577);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Perataran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyustnan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4585). |

“Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahian 20006 tentang Pelaporan Kepangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran N¢g» Rennblik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614”);2

i
~ i

1
~

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20006 tentang Pcoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tontaug
i
perubahan atas Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman pengie.olaan
B
|
.
[{ i

|
|
i

Keuangan Dacrah.



Menctapkan

28, Peraturan Dacrah Kota Pagar Alam Nomot 03 Tahun 2005 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah

Kota Pagar Alan: Nomor 3 Seri A):

MEMUTUSKAN : J
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG I’lfiN.IABAR/\N
ANGGARAN - PENDAPATAN  DAN  BETLANIA  DAERAIL ' TAHUN
ANGGARAN 2008, ;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas

1.

Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Dacrah. ... : Rp 677.172.000 -

Lo D PCTHTOANGAN oo Rp. 344.151.27° 000

c. Lain-lain Pendapatan yang sah ... Rp. _11.091744.000,- i
Jumlah Pendapatan oo Rp. 3061 .550.1‘;’4.()()(),~

Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai ..o Rp. 102.500.385.000.- o
2) BelanjaBunga ..o . Rp. - -
3) Belanja Subsidi......c.....c..coooc... Rp. -

4) Belanja Hibah ...........cooooovooio. Rp.  6.572.349.000,- o
5) Belanja Bantuan Sosial............... Rp.  4.086.000.000,- ;
6) Belanja Bagi Hasil..................... Rp. - |
7) Belanja Bantuan Keuangan ........ Rp. -

8) Belanja Tidak Terduga............... Rp. 750.000.000.-

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai .oooooovovvovoooo Rp.  25.628.552.989 - ‘
|

Rp. 113.908.74.000,-

2) Belanja Barang dan Jasa............. Rp. 89.766.224.330,-
3) BelanjaModal oo Rp.  184.417.200.681.-
: Rp. 299.811.97B.000,-
Jumlah Belanja............................. e, Rp. 413.720.71.000,-
(DEIISIU) oot e, ( Rn- 52.170.518.000,-)

Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto ...t Rp.  52.170.518.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan ... ... Rp. NIHIL,




Pasal 2

¢
{ i
! .

! B
Ringkasan Penjabaran APBD scbhagaimana dimaksud dalam Pasal | tercantum dalam Lanip'ran |

Peraturan Walikota ini. i
Pasal 3

Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei lebih lanjut dalam Lampiran 11
Peratuiran Walikota ini. .
i
Pasal 4 !
|

Fampirai sehagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terp!sahkan

dari Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 5 |
i
|

. dalam

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
’ . . !
Dokumen Peiaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal 6 :

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

}

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanean Peraturar Walikota ini dalani Berita
o !:’ l=) 4
Daergh. |

Ditetni)kan di Pagar Alam.
pada tanggal 25  Apri 2008

WALIKOTA PAGAR ALAM

—_—

S
——— g

H. DJAZULI KURIS
Diundangkan dalam Lembaran Dacrah
Kota Pagar Alam
Nomor 4 Tanggal 29 APRL 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

| 2,

H. A. FACHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOE A SFRI A



